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Selasa, 24 September 2019

Pukul 14.00 WIB

Ruang Rapat Komisi VIII DPR Rl Gedung Nusantara Il lantai 1
Jenderal Gatot Subroto — Jakarta 10270

1. Penjelasan Komisi VIII atas RUU tentang Penanggulangan

Bencana;

2. Pandangan Pemerintah atas RUU tentang Penanggulangan
Bencana;

3. Pandangan DPD RI atas RUU tentang Penanggulangan
Bencana;

4. Pembentukan Mekanisme dan Penetapan DIM dilanjutkan
dengan Penetapan Panja.

. DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum
. Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.

1. 27 dari 46 Anggota Komisi VIII DPR RI

2. 7 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN

3. Menteri Sosial RI, Mendagri RI, Menteri PU&PR RI, Menteri
Keuangan RI, Menpan R.B RI, Menteri LHK RI, dan
Kemenkumham RI.



PENDAHULUAN:

: i

2.

Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 16.40 WIB dan
dinyatakan terbuka.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H.M. Ali Taher, S.H.,
M.Hum dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DR. H. TB. Ace Hasan
Syadzily, M.Si, Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, dan H. Iskan Qolba
Lubis, M.A. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIIl DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Menteri Dalam
Negeri RI, Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI, Menteri
Keuangan RI, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI, Menteri Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi RI, Serta Menteri Hukum Dan Ham RI, Dan
Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rl dengan agenda “Penjelasan
Komisi VIII DPR RI atas RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Pandangan
Presiden/Pemerintah dan DPD RI atas RUU tentang Penanggulangan Bencana”
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1:

Komisi VIII DPR Rl dan Pemerintah menyepakati pembahasan DIM RUU
tentang Penanggulangan Bencana, selanjutnya pembahasan ini akan
dilakukan pada periode 2019-2024.

Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyepakati Jumlah DIM Pemerintah

atas Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana terdiri

dari 465 DIM, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. DIM yang berstatus TETAP berjumlah 228 DIM.

b. DIM yang berstatus PERUBAHAN SUBTANSI berjumlah 196 DIM
pembahasannya diserahkan ke Panitia Kerja (PANJA).

c. DIM yang berstatus PERUBAHAN REDAKSIONAL 41 DIM
pembahasannya diserahkan ke Tim Perumus (TIMUS).

Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyepakati Mekanisme Pembahasan

RUU dan langsung membentuk Panja Pemerintah dan DPR RI.

PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.15 WIB.

PIMPINAN KOMISI Viil DPR RI
KETUA,

DR. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum




